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Syarat dan Cara Pencairan Bantuan Sosial Penerima Program Keluarga Harapan 

dan Bantuan Pangan Non Tunai 2023, Bisa Diambil di Oktober Ini Uangnya 

 
Sumber gambar: 

https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/09/21/syarat-dan-cara-pencairan-bansos-pkh-dan-bpnt-2023-

bisa-diambil-di-oktober-ini-uangnya 

 

Syarat dan cara pencairan bansos PKH dan BPNT 2023 yang uangnya bisa 

diambil bulan ini juga. Hanya masyarakat yang masuk kriteria Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bansos PKH dan BPNT 2023. Kementerian Sosial 

(Kemensos) mulai mempersiapkan data Keluarga Penerima Manfaat yang akan 

mendapatkan Bansos PKH dan BPNT Oktober 2023. 

Perlu dijadikan catatan, dalam Kartu Keluarga (KK) ada empat tanda Keluarga 

Penerima Manfaat yang lolos dalam SP2D pencairan PKH dan BPNT Oktober 2023. 

Adapun bantuan sosial (Bansos) yang bakal dicairkan bulan ini adalah PKH alokasi 

Oktober. Kemensos juga bakal mencairkan Bansos PKH dan BPNT triwulan keempat 

melalui Kantor Pos. 

Selanjutnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu mengetahui empat ciri-ciri 

KK yang lolos dalam SP2D pencairan PKH dan BPNT Oktober 2023. Dilansir dari 

YouTube Info Bansos, Berikut ciri-ciri KK yang bakal menerima Bansos bulan ini. 

1. Kependudukannya sudah padan dengan data Dukcapil KPM harus memastikan 

tidak ada perbedaan antara data Dukcapil dengan data Kementerian Sosial. Data 

tersebut bisa dicek melalui perator SIKS-NG di masing-masing desa. Apabila 

diketahui ada perbedaan data, maka KPM bisa meminta operator untuk melakukan 

perbaikan data. KPM yang datanya tidak singkron tidak akan bisa menerima 

Bansos PKH dan BPNT Oktober 2023. Pasalnya Kemensos baru akan 
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menggelontorkan dana bantuan sosial kepada masyarakat yang datanya padan 

dengan Dukcapil. 

2. Memiliki Komponen PKH dalam Kartu Keluarga 

Apabila dalam sebuah KK memiliki salah satu komponen PKH yakni balita, anak 

sekolah, lansia, disabilitas, maka KPM tersebut bisa menerima Bansos. Setiap 

anggota keluarga harus dipastikan sudah terdaftar dalam Data Terpadu 

Kesejahteraan SOsial (DTKS). 

3. Setiap Anggota Keluarga Harus Layak Bansos 

Jika dalam anggota keluarga ada yang memiliki pekerjaan dengan gaji di atas 

Upah Minimal Provinsi (UMP), maka KK tersebut dianggap tidak layak Bansos. 

Dengan demikian KK tersebut akan langsung keluar dari sistem DTKS dan tidak 

akan menerima Bansos PKH dan BPNT Oktober 2023. Begitu pula dengan 

anggota keluarga yang sudah berprofesi sebagai PNS, PPPK, TNI, atau POLRI. 

4. Dinyatakan Layak Bansos oleh Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah akan memuktahirkan data penerima Bansos PKH dan BPNT 

Oktober 2023. Apabila KPM tersebut dianggap sudah sejahtera, maka namanya 

akan dicoret dari daftar penerima bantuan sosial. 

 

Sumber berita: 

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/09/21/syarat-dan-cara-pencairan-bansos-

pkh-dan-bpnt-2023-bisa-diambil-di-oktober-ini-uangnya/, 21 September 2023 

2. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/24/09/2023/berjuang-melawan-

kemiskinan-ekstrem-di-tanbu-ini-bantuan-sosial-yang-disediakan-pemerintah/, 24 

September 2023 

 

Catatan: 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non 

Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non 

Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Bantuan Sosial: 

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa 

uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan 

tertentu dapat berkelanjutan. 
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2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis 

sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup 

dalam kondisi wajar. 

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan 

setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuaidengan kemampuan 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: 

a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko 

sosial; atau 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang 

berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang 

mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. 

6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada 

penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan 

miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra 

putri pahlawan yang tidak mampu. 

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada 

penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan 

masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan 

makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat 

kurang mampu. 

9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada 

saat penyusunan APBD. 
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10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau 

atas usulan kepala SKPD. 

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD 

terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, 

kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. 

12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk 

kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan 

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang 

lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi 

pagu alokasi anggaran yang direncanakan. 

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. 

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

dilakukan oleh SKPD terkait. 

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima 

yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; 

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas 

kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak 

harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan 

diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai 

penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan 

d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial 

meliputi: 

(1) rehabilitasi sosial 

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang 

yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar. 

(2) perlindungan sosial 
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ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar 

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 

minimal. 

(3) pemberdayaan sosial 

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang 

mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya. 

(4) jaminan sosial 

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

(5) penanggulangan kemiskinan. 

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan 

terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau 

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

yang layak bagi kemanusiaan. 

(6) penanggulangan bencana 

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 

untuk rehabilitasi. 

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial 

yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan 

kewenangannya. 

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas 

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut 

dengan peraturan kepala daerah. 


